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ABSTRAK

Berkembangnva perekonomian pada umumnya dan perindusitian seria
perdagangan pada khususnya telah meningkatkan perhatian terhadap perlindungan
konswmen, Lahirnya ULT Mo B/19599 merupakan upava untuk memberikan jaminan
kepasttan hukwm serta memberikan  peclindungan bagi konsumen, Maoan,
seringkali dijumpai pibak pelaky usaha melakukan kelalaian veng  tanpa
disadarinya seperh produk barang vang baru diproduksi menpalami suatu masalah
{cacat) sehingga merugikan  phak  kensumen,  Scbagai  upsya  untuk
menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka dalam Pasal
8 ayal (2} UL Perlindungan Konsumen, secara tegas sudah dinyatakan bahwa
pelaku wsaha dilarang memperdagangkan barang vang rusak, cacat atau bekas,
dan tercemar tanps membenken informast scears lengkap dan benar ates barang
dimaksued. Salah satu kasus produk barang bermasalah yang patut dijadikan bahan
kajian penelitian adalah produk dan PT. Astra Honda Motor dengan merek barang
Honda Varo, Kasus tersebut tersanghul pada masalah produks: yvang bar
diketahw setelah produk tersebut dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen
Untuk itw, CV. Havati Padang selakue main dealer PT. Astra Honda Motor di
daerah Sumaters Barat melakukan tindakan perbaikan langseng terhadap masalah
yvang memimpa produk vang dipasarkannya tersebut. Asas ulama vang melatar
belakangt vsaha C©V. Hayatt Padang ontuk melakukan tindakan perlindungan
konsumen terhadap produk barang bermasalah vang dihasilkannva adalah
terutama mengacu pada asas keamanan dan keselamatan konsumzn Hal ini
disebabkan karens kerusakan pada produk sepeda motor Honda Vario akan
berakibal langsung terbadap keselamatan konsumen pernakar produk Honda Vario
tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian int adalabh metode penelitian
yuridis sosiologis vakm suatu penelitian dalam disiplin ilmu bukum berdasackan
kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dibubungkan dengan peraturan
perundang-undangun yang berlabu melalus pendekatan desknptf MMekanisme
pelaksanaan pertangsungjawaban dan OV, Hayati sebagat salah satu distributor
dani PT. Astra Honds Muotor terhadap praduk barang bermasalah sepeda motor
Honda Vario dilakukan dengan tahapan-labapan vang dimula dan proses
pemanggilan konsumen vang telah menggunakan produk sepeda motor Honda
Vario vang dilanjutkan dengan perbaikan secar cuma-cuma serla pemberian
kompensast kepada konsumen atas kelalaian pelako uwsaha pada saat proses
produksi.



BAT 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomuan & berbagin negarn fermasuk,
Indgnesia telah membawa pengarah posibf terhadap berbagai bidang kehidupan.
Perkembangan o bidang ekonomi 1 juga membawa dampak vang sangat besar
khususnya pada bidang perndustnan dan perdagangan nastonal vang  lelaly
menghasilkan  berbagai  varmast barang dan  jasa vang dapat dikossumst  oleh
masvarakal, [ ssmping itu, lahimya era globalisasi dan perdagangan bebas yang
didukong aleh kemajuan leknelogm (2lsh memperluas transaks) barane dan jasa
melintas batas-batas wilayah nepara.

Makin berkembangnya perekonomian pada wmumnyva dan perindustnan serfa
perdagangan  pada  Kbusnsnva  guga  telah meningkatkan  perhatian  terhadap
perlindungan  kensumen. Hal e Juga sejalan dengan meningkatnya perhatian
terhadap perlindungan hak asasit manusia. Prakiek monopoli dan readahnya perhalian
techadap perlindungan konsumen telah menempatkan konsumen scbaga: pihak vang
seringkall dirugikan oleh pelaku wvsaha. Salah satu penyebabnwa adzlah posisi
konsumen yang senng lebih rendah di mata hukum Bila dibandingkan dengan
procusen,

Perlindungan terhadap kensumen sangat diperlukan mengingst konsumen
menepakan pihak vang sering dirugikan olsh pelake usaha, Pechndungan terhacap

Lonsumen i tidak dapat diserghkan sepenuhnya kepada pelaku usaba. akan tetam



Juga mesti dimng dengan aturan hukum yang jelas sehingza konsumen dapat
dilindungt sekaligus dapat menggugat pelaky nsaha vang di anggap telah mempikan
kepentinganiya,

Dan segm hokum posinl Indonesia,  Pemenntah telah  berspaya  apar
perlindungan terhadap konsumen ini dapal diakomodir dalam peraturan pemindang-
undangan. Melalw Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1999 tentang Perbndonngan
Konsumen, dapat dilihat bahwa Pemernntah lelah cokup senus dalmn upays
melingung  konsumen dan berbagal kerugian yang diakibatkan oleh kelalaizn
maupun kesenpajaan dan pelaku vsaha

Lahirnya ULl Mo 851999 1ni berujan untek memberikan jaminan kepastian
hukum serta membenkan perlindungan  hagt  konsumen, BDengan  demikian,
diharapkan LU Perlindungan Konsumen dapat mengadi benteng untuk mentadakan
tindakan sewenang-wenange dan pelako usaha vang mengikan konsumen untuk
terwitjudnya perfindungan konsumen.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastan hokoem. Oleh
karcna 1tu, agar serala upava memberikan jaminan akan kepastian hukum, nkurannva
secara kualitatef ditentukan dalam UU perlindungan Konsumen dan Undang-Undang
latnnyva yang juga dimaksodkan dan masih herlaku wntok memberikan pedincungazn
konsumen bak dalam lapangan hukwm prvat maupun dalam lapangan hukum publik.

Selain ttu, prranti hokum vang melindung konsumen tidak dimaksodkan
untuk mematikan pelake wsaha, retape gostru sebaliknya perlindungan terhadap
konsumen dapat mendorong klim usahe yang sehat vang mendorong lahimya

pengusaha vang tangguh dalam persaingan melalul penyedigan barang atau jasa yang



BAB IV

PEMLTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hast] dan pembahesan pada baby 111 distas, maka dapac diank

beberapa kesimpulan sebagar benkut

Mekanisme peleksanaan pertangmungiavwaban dan OV, Havati sebagai salal satu
distnbutor dari PT. Astra Honda Motor terbadap produk barasg bemmasalah

sepeds metor Honda Vario adalab -

K

Pemanggilan atau pembenfahean kepada konsumen yang mwemilikl Hoonda

Yaono vang termasuk dalam katepon hermasalah tersebn dilakukan melabul

media massa, pesawat telepon, surat pemberitahusn dan pesan pendel ke

alamal konsimen rnmng-.nmsing.

b, Ronsumen vang telah dipaoge] dapat membawa langsung Honda Vanonya
ke CV. Havah Padang wituk diperbatks yang dilakukan secars coma-cuma
atau gralis

c. Perbatkan terbadap sepcds motor Honda Vario tersebut cilakekan secara
cuma-cums atan pratis yang meliputi pembenzan pelayanan senice gratis dan
penogantian spare pard atan suky cadang vang bermasalah secara gratis,

d. Membenkan kompensast berupa uang kepada konsumen yang telah membawsz

sepeda motor Honda Vario milikayva ke OV, Havat Padang uentuk diperbatki,

Lh
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